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KATA PENGANTAR

Puj i dan s),r:kur penr:Lis panjatkan kepada AIlah SHT

berka.i rahm-rt dan k:mampr:an te g d iberikan-N:,a_ kepada

penui.is, sehinErBa penulis dapat Benyelesaikan penyusunan

makalah ini.

,Iu,iul- nakaiah ini a,ialah RerbaEai Kendal_a pelaksanaan

Fandar:acan Mal-exat den l-,r--a-za Herrqatasinva. Peiaksarraan

IrenE;ar..rasan me1el-:al se?ara efektif dan efisien adal_ah eal_ah

sai:u rf Fa:/a dalam pen'oinaan sumber daya nanusia. Fenbi_naari

sunber daya nanrrsi-a yanEi berkualitas nerupal.:ari sasaran yang

strategis pada Pembangunan Jangka Panjang kedua.

Sislemat-ika penulisan nakalah ini terdiri dari Bab I,
pendahuluan yang raenbahas : iatar belakang masalah,

penbatasan nasarah darr peru,ilusan nasalah. Bab rr, FenEIa?asan

nerekat yang menbahas : pengertian, penEiawasan mel-ekat

sebagai fungsi adninistrasi darr unsur-unsur Fengay.iasan

neiel-:at. Bab rrr, berbagai kendala pelaksanaan penElawasaE

melakat y?ng nenbahas : buday*a enEiEianrrya atasan neneElr-li

bahwannya, budaya upet i, salah kaE:rah terhaCap iugas

penEiaHasan, ienahnya penElar{asan dar i nasyarakat, kuranE!

nemenuhi persyaratan sebagai atasan dan keleuaahan penEiawasan

sendiri. Bab rv faktor-faktor pendukung pelaksanaan

penEiewasan nelekat yang terdiri dari : Instruksi presiden

Rep,ubrik rndonesia No. 15 tahun 1983, undanEi-undanE! pokok

kepeElaw*aian No. 8 tahun L974 pasar 5, peraturan pemerintah

llo - 27 tahun 1975 tentanEl sunpahrl' j an j i pegawai neger i,

i
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Adanya korpri, peraturan Pmerintah t{o. 5 tahun 19?6 Can No.

6 tahun 1976, tentang sisten f ornasi dan penEladaan peEla.*ai

negeri sipi1, peratura.n penerini--ah ITc. 10 lahurr ig?-o,

tentangl daftar peniiai.an pelaksanaan pekerjaan, pe:aturan

penerintah Iio. 30 tahurr 1980, tentang peraturan disiplin

peEiawai rLegerL, GBHN i993. Bab V, usaha-usaha meningkatkan

penEia?i3.=3.n nel-=k:.t :rang nembahas : nenflhilan€!karr ber'caga:

kan'jal-a pel-ali:anaan Erengiar.rasan nel-al":ai dan neninE;haiL:an

-herbagai f =i::,;r i:e:d:kurrEl. EaL'a VI, E:,enerapan F,errEia'/iesan

melekai pada Pendidlkan Tange;i- y'*n1 nenbahas bi,Cang fi=il.:

Cen non-f isik. Ba'o Yii nerr'oahas kesinpulan dan saran.

01eh harena i-tu, makalah ini dapat dijadikan sebagai

salah satu rr:jukan atau sebagai bahan diskusi daian

pengembangen kemaupuan profesional penEiawasan, khusu=a7a

penEiawasan rreiekat bagi teman sej awat atau seproiesi- dan

tenaga kepen,jidikan Lainnya dal-am rangka nerririEikatkan siutu

pengial^lasan khusun;,s EienEiawasan nelekat. PeninEikatarr

pelaksanaan perrEia!.7asan neiekat sebegai saLah satu upa]-a

pei-rgienl--.rangan kr:aLit,as sunber daya menusi-a sebagai sr:b:zek

E:enbangunarr.

Krit-i.!-:a.n yang bersifa+" konstrukt,if dari berbagai pihak,

sangat penulis harsElkan deuri E:erbaikan makalah ini.

Pa'janEf , 5 Marei 1995

Penu 1 is ,
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BAB I
PE}IDAHI,'LUAN

A. Latar Belakang Hasalah

Istilah penElawasan tidak terdapat dalan pasal_
pasal undang-undanB Dasar (uuD) 1945, kecuari di daram

penjerasannya. Halaupun denikian, bukanlah berarti
bahwa f unEls i penEiawasan t idak pent inEI . Karena j ika
d ite L it i leb ih nendaLam ist i 1ah penE!asiasan bukan 1ah

l'sesr:atu" yang aneh dalam IJIID 1g4S. UUD 1945

sebenarnya telah uremiliki suatu kerangka berfikir yang

baku nenEienai penEawasan. uuD 1g4s nenganut prinsip
penEiawasan lanElsung dan t idak lanElsunE! ne 1alui
lembag-lembaga konstitusionar. pada lenbaga tinggi
negara. Seperti ilit" nakruni bersama bahwa Dewan

Perwakilan Rakvat (DpR) adalah lenbaga legisratif yang

sal-ah satu fungsinya nemusatkan perhatiannya pada

penElawasan. secara konstitusionar, DpR bertugas untuk
menElan*asi jalannya penerintahan secara langsung. Dan

untuk nenperkuat kedudr:kan DpR sebagai penEla'nras

langsung, uuD 194s telah nelengkapinva dengan Badan

Pengawas Keuanglan (BAPEKA). BAPEKA nerupakan penElawas

tidak langsung terhadap jalannya petrerintahan, karena
ia hanya neraporkan pe,eriksaan keuangan neErara kepada

DPF.. PenEiewas tidak langsung lainnya ialah Dewan

Pertinbangn Agung (DpA), karena ia se1a1u berkewajiban
nenberikan saran kepada presiden baik dininta Eraupun

tidak. Dengan nelalui saran tersebut pada hakekatnya

1
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tersirat pengawa3an tidak lanElsung terhadap jalannya
sisten penElawasan penerintahan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHNi 1gg3

disebutkan :

Penbangunan aparatur pemerintah diarahkanuntuk o,enciptakan aparatur y.ng rebih efisien,efektif, bersih dan uerwlbaia serta uampunelaksanakan seluruh tugas u'rum pemeiintahan danpenbanEfunan denEian sebaik-baiknya dengan dilandasisenangat dan sikap pengabdian padi unasyarakat,bangsa dan negiara- Dalan hubungan ini kenanpuanaparatur penerintah untuk nerencan.t".r,nalaksanakan, nengawasi dan nengendar.ikan perluditingkatkan untuk itu peiru ditinskatkanmutu, kenanpuan dan kesejahteraan ,,anusianya,organisasi dan tata kerja ternasuk koordinasi sertapenyediaan sarana dan prasarana. (GBHN 1ggo, ha1.17).
sehubungan dengan ha1 tersebut ciiatas, iuga dalan

pidato upacara perantikan presiden Rr tanggai 11 Haret
1988, Presiden soeharto nengharapkan dan EeneEaskan :

"saya nohon penEra*-asan yang sebaik-baiknya. pengaT{asan

itu saya anEElap sana pentinElnya denglan memberikan

dukungan - DenBan penEiawasan itu saya dapat terhindar dari
kesarahan dalan peraksanaan roda penerintahan bangsa kita
akan terhindar dari kesulitan yang tidak Feriu ,,(Tin

Pelaksana PenBawasan HeIekat, lggg : ha1 . Z).
Dalan nenasuki Repelita v presiden soeharto dalan

penEiununan dan pen j e lasan menElenai pembentukan Kab inet
Penbangunan V tanggal ZL Haret lggg nenegaskan : .. -.
dalan kurun waktu rina tahun mendatang, kita bertekat
untuk nenantapkan lagi landasan penbanElunan yang kita
letakkan pada Repelita rv sekarang agar daran Repetita v

I
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kita dapat newujudkan rands.san yang kita mulai dalan
Repelita rY " untuk nenjamin kelangsungan pembangunan

dalan Reperita t/ yanE! penuh denElan ujian dan tanEtangan

berat, tetapi sekarigus menBandun€i harapan tadi, presiden

dalan penbentukan Kabinet penbangunan v sekarigus juga

nerumuskan tugas-tugas Kabinet. salah satu dari rina
tugas yang disebut dengan panea Krida Kebinet penbanElunan

itu, krida kedua nenyebutkan : "Heningkatkan disiplin
nasional yang dipelcpori Aparatur Negara nenuju

terwujudnya pemerintahan yang berseih dan berwibawa" (Tin
Pengawas He1ekat, lgBB : hal. i ) . Dalan rangka
pelaksanaan krida kedua Kabinet peeabangunan v ituLah
perru ditingkatkan pengawasan, baik pengawasan dari daran

Eaupun penErawasan dari luar.
Khusus nengenai penEJewasan dari ,calan dilakukan

oreh Henko Ekuin dan pengawasan penbangunan, Badan

Pengawas KeuanElan dan Penbangunan (BpK), Ftara Inspektur
E:eubanEiunan, rnspektur Jenderal dan rrrspektur E,acia

departenen-departenen dan pejabat-pejabat yang ditugasi
ErenErawasan dalau kantor-kantor Henteri-nenteri
Koordinator, Henteri Negara dan Lenbaga- Ienbaga

Penerintah Non Departenen rainnya. pengawasan dari daran
juga oleh Inspektur ililayah propinsi dan

Kabupaten/Kotanadya serta pejabat-trejabat yang dituelasi
penElawasan dalan BUHN dan BUHD.

serain itu, penErawasan aerupakan bagian yang nutlak
dari kegiatan adninistrasi penerintahan pada uaumnya,
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naka setiap atasan nenikul kewajiban dan tanggung janab
untuk nelakukan penE!&wasan terhadap bawahannya, yakni
dalan menjalankan fungsi pengawasan nelekat (bui.ld in
eontror). Fungsi penErawasan nelekat juga dilakukan oreh
pejabat yang nenpunyai tuEras pengawasan yang merekat pada
fungsinva ' penglawasan nerekat ini ju€a berlaku bagi
atasan langsunB pinpinan proyek dan pinpinan proyek
kepada bawahannya. pada pokok penEar.rasan atasan rangsung
yang d i lakukan denElan nenj alankan penEra*asan ne Iekat
merupakan f un€s i adrnin istras i seb a*ai seorang
adninistrator, disanpinE! fungsi perencanaan dan
pe laksanaan .

Pengawasan nelekat diuaaksudkan aEiar tujuan dan
sasaran kegiatan usaha unit-unit pemeriniahan dapat
tercapai secara efisien dan efektif, dilaksanakan sesuai
dengan rencana, penbagian kerj a dan pendeleEiasian
wewenanB dan tuglas, ru.usan kerja, pedonan pelaksanaan
dan peraturan perundang-undanEian yang berlaku- 0ieh sebab
itu, sisteu penantauan, peneriksaan dan peniraian atas
kegiatan setiap satuan organisasi/unit penerintah atau
unit pendidikan E:erlu dilakukan agar diketahui sedini
nungkin apabila terjadi penyinpangan, serta dapat
diketahui sebab-sebabnya penyinpangan tersebut.

Dengan pengrawasan nelekat diusahakan terhindar
penyinpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenanE!, kebo_
coran dan penborosan. Ha1 tersebur berarti bahwa pengawa_
san ruelekat Iebih bersifat pencegahan terhadap penyimpan_
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Ban, iuBa oreh penE ae?asan funglsiona] - Hasil penEiawasan

tersebut harus dilakukan tingkat lanjut. siten pemantau-
&o, penilaian dan pengambilan tindak ranjut penga*asan
nelekat merupakan suatu hal yang penting. pengawasan

nelekat harus meliputi tindakan preventif dan korektif.
Pada akhirnya pelaksanaan penEiawasan seba*ai sarah

satu funElsi adninistrasi yang penting. Kita menganggap

penting, karena penE;awasan ditempatkan sebagai bagian
integral dari proses serta adninistrasi pendidikan
penglawasan nelekat harus r,ernpunyai definisi operasional
ysng jeIas, diperoleh pula gambaran bahwa dengan

dilaksanakanrrya FenEiawasan bukan karena ilham darr impresi
musinan. Fengawasan tersebut diberi perhatian yeng lebih
serius , karena akan nencek sejauh nana sarraEji disanarah
langkah-langkah penbangunan yang telah laksanakan daran
pen€embangan sumber dayu nanus ia sepert i penbanEiurran

[':ebiasaan, keuahiran, sikap dan orientasi. Hula-nura para
gersonil nembanElun kemahiran membuat rencana, dan
kearudian neraksanakan rencana.untuk seranjutnya kenahiran
nenEawasi, vang kelak akan dilanjutkan dengan kenahiran
uoengruj i , nengecek serta nen i rai dan nember ikan unpan
ba1ik. Urutan ini menjadi urutan rcendasar dalam teori dan
praktek adninistrasi yaitu : nebuat rencana, Etelaksanakan

rencana, nenErawasi pelaksanaan dan hasi1, nenilai, dan
kenudian dijadikan sebagai salah satu masukan bagi
penbuatan rencana baru. rtulah urutan adninistrasi yang
disebut juga sikrus adurinistrasi. sebab proses itu
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berulang kEubali -

Presiden soeharto mengatakan bahwa kita telah cukup
berhasil ciaian menbuat rencana dan neraksanakan reneana.
Ha1 ini terbukti,lari hasil-hasil penbangunan yang ki_ta
riatrai . SekaranEr t ibalah saatnya kita rengrenba.rrgl.:.an

kenarrpuan baru yakni FerrElawasan. (fi.onpas, ?g Juni lggg :

ha1. JVi.i

Dalan ran€ka nenciptakan kemampuan baru di bidang
Fengawasan tersebut, pada waktu yang lalu, rr. sarwono
Kusumaatnadja, Henteri Negara pendayaEiunaan Aparatur
Negara telah menElhadap presiden di Bina Graha. Dan

sekeluarnya dari Bina Graha ia nenjelaskan bahwa akan

menyelengarakan penataran pengawasan nelekat bagi semua

pejabat eselon r di pusat Baupun di daerah. Tujuan
penataran ialah untuk nenbudayakan penglawasan, sehingga
pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta berj alan dengan rancar. penataran penErawasan

nerekat tersebut amat diperrukan karena ada gejal
pelaksanaan penElawasan nelekat tersebut sarah kaprah..
PenElawasan seolah-orah bertujuan untuk mencari-eari
kesalahan, sehingga bagi yang diawasi maupun yang

bertugas BenElawasi sana-sana tinbul rasa enEiElan dan tidak
enak. HemanB, penErawasan berkaitan erat dengan masarah
kebudayaen yang nenyangkut persepsi kita tentanEl fungsi
penEiawasan dan Eerrerrukan suatu sikap yang tepat (Konpas,

5 Hei 1988 : haI. IV).

liltLlil *!?l ?tenffif 0{.rrif{
f 
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Dalan kerangka pemikiran ini dan jug. seba€ai
pelaksanaan dari rnstruksi presiden Nonor 1s tahun 1gg3
serta pelaksanaan tugas l{akil presiden untuk trengadakan
koordinasi dalan pereneanaan dan kcordinasi aalam
penElawasan, naka disusunlah progran penataran pengawasan
melekat. progran penataran pengawasan nelekat juga
dimaksudkan agar penEiawasan mer.ekat dapat r.ebih neubudaya
dan dalam pelaksanaannya benar_benar disadari oLeh senua
pihak bahwa penEiawasan urelekat sebagai salah satu dari
iungsi administrasi dan uutlak harus dilaksanakan oleh
para pejabat organisasi dan unit integrau_i tert*r_rlu
Dengan penataran penEiawasan mer.ekat tersebut diharapkan
dapat ditunbuhkan iklin, semangat dan budaya penEfawasan
dikalangan operator neEiara. Bukan hanya ditekankan pada
teori-teori atau penElertian_pengertian saja, tetapi
pengawasan uelekat lebih ditekankan kepada notivasi,
bahkan keberanian untuk nelakukan penga*asan untuk
nemperbaiki sr:atu E,roses pembangunan.

fsu-isu tentang. lenahnya pengawasan nelekat
sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sepert i yang
diElambarkan oleh Henteri Dalan Negeri Soepardjo Rustam
pada waktu itu 'dar.an Rapat Koordinasi pengawasan tanggar
28 Hei 1983. Dalan Iaporan tersebut, beliau trenang tidak
nenggunakan istilah penEfaeiasan nelekat. f stilah yang
dipakai dalan laporan tersbut ialah penElawasan atasan
langsunel dan built i& control. fsu Henteri Da1au Negeri
(soeparjo Rustaua) pada waktu itu nengenukakan sebagai
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berikut :

Sebenarnya penElawasan atasan IanE sunE yangsering dikenal pura denEan "buirt in 
"o.,t.of', itumerupakan salah satu eara penElarnasan yang pa1ingpotensial-, karena jarak antara obyek dengan ="uvu[,penEia*asan adalah begitu dekat sehingga setiapgej aIa penyinpanElan akan lebih cepat terrihat .Dengan demikian tindakan-tindakan peneegahan danpenangulangannya depat dilakukan secara fJUin dinidan lebih tepat. sayanEl sekali "buirt in ecntrcr.,ini pada uuunnya belun berjalan dengan baik.

sebab-sebab nasih renahnya "uu:-rt in eontror..ini menang perlu diteriti dengan sebaik-baiknya dan
d ia+-as i secara konseps ionar . ( soepard j o Rustam,1983, hpl . OS ) .

Berdasarkan penikiran almarhun soeparjo Rustan

tersebut di atas nasih relevan denElan keadaan saat ini.
llalaupun isu-isu tersebut sudah terlontar pada tahun

1983, agaknya isu-isu tersebut nasih tetap sahih untuk
saat sekarang ini. Hal ini dap*t di.Iihat dari
pemberitaan di media eetak dan elektronik

berbagai

t en t angf

)'ang

dalam

yang

Untuk

penElaHasan

nunElkin.

d i t enu kannya s e j unl ah treny intranElan -Ejerry inE,arrgan

berakibat boeornya keuangan neE ara dan daerah
junlah besar dan berlangsung dalan janElka waktu

Iana. Penyinpangan tersebut dapat merugikan neEara-

itu, berbagai kendala dalan pelaksanaan

melekat harus dibahas dan dikaj i secermat

Pengawasan melekat nerupakan salah satr: upaya

pembinaan dan pengenbangan sumberdaya manusia aEiar uaereka

lebih efektif dan efisien untuk neraksanakan tuElasnya.

sehubungan dengan itu, Oteng sut isna ( lggs : ha1 . 4 )

rrenElenukakan sebagai berikut :

l'{enanEl benar, iika suatu bangsa tidak nanpu
urengenban€kan sr:mber-sumt,er manusianya, ia tak a.kin,la.pa.t merrEfembangkarr aF,aE,un, apakah sisten politik
n.Jdern, aparat pemerintah yang cakap dan Lersih,



anEfkEtan pBrs.ng ysng ts.ngguh, s.t.auyang maknur yang unembawi kead i lahseIuruh pendudr:k.r., --p"rU"ngunan
Barrusia, karenanya adalah salah satusangat perlu buat semua-peitumbuhan.
Eerdasarkan pendapat Otene! Sutisna

I
FprE knnamian
sosial baEi

sunber-sumber
kondisi yang

tersebut di
manusia nelalui

untuk ditelaah

atas, maka penL,inaan sunberdaya
pen€lawasan nelekat sudah tibalah saatnya
secara terinci

Dar'am trengupas nasalah penEra.nasan nnelekat, beberapa
masalah yang tinbul berkenaan den.lan penataran pen.iawasan
neLekat acalah : Bagainana nenyelenggarakan penataran
yang sanggup Eenghasilkan perubahan sikap ?, bagaimana
menyel_enggarakan penataran yang sanggup menbentuk kemauan
?, bagainana nenyelenggarakan penataran yang sanggup
nelahirkan keberanian atasan untuk neneEiur bawahannya ?
dan terusnya.

Selanjutnya berkenaan dengan nasalah_nasalah
penErawasan nelekat, presiden soeharto nenilai bahwa
fungsi pengawasan nerekat sebagai kewajiban setiap atasan
untuk nengawasi bawahannya dan pada saat ini pelaksanaan
penErawasan nelekat , aasih nenpunyai banyak kerenahannya
(Konpas, ZB Juni lggg : haI. I). yang nenjadi nasalah
iarah : Apakah kelenahan- kerenahan atau kendala_kendara
pengar'7asan melekat? Apakah pengawasan uelekat itu hanya
formalitas saja ?
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B. Penbatasan Hasalah

Berdasarkan nasalah_masalah yang timbul seperti
yang dikenukakan dalan latar belakang nasalah tersebut di
atas, maka nnasalah yang dibahas dalan nakalah in i,
dibatasi pada berbagai kendara pelaksanaan pengawasan
nelakat dan upaya noengatasinya.

Perumusan Hasalah

Berdasarkan baf-asan masalah di atas, maka perumusan
nasalah yang disajikan dalan makalah ini adalah :

1. Apakah yang dinaksud dengan pengaws.san

melekat tersebut ?

3' Berbagai berbagai kendara apakah yang tinbul dalan
pelaksanaan pengawasan melekat tersebut ?

3 ' Bagainanakah upaya untuk nengatasi berbagai kendala
dalan pelaksanaan pengaB{asan melekat tersebut ?

4 ' Bagainanakah ap l ikas irrya pengawasan uae rekat
terhadap manajemen personiL di pendidikan tinggi ?



BAB

PEHGAHASAN I,tELEKAT

A. Fengert ian

Sebelum DenEikaj i berbagai kendala pelaksanaan

Pengawasan neLekat dan uEraya menEratasinya, naka terlibih
dahulu dibahas penEiertian penErawasan nerekat untuk
nenghindari kerancuan cian kesalah pahaman serta untuk
nenlramakan perseErsi

Dalam perspsi adninistrasi dikenal adanya fungsi
conlrollins di sanFing fungsi-fungsi rainnya seperti :

Decision Harkinq, pLaninE, 0r€anizinp, HotivatinE,
Cnmmrrn i nat i ng, Aooraisind, (Oteng Sutisna, lggg : ha1.

35). Dalan buku-buku adninistrasi yang berbahasa
rndonesia, baik karanEian asli maupun terjemahan, fungsi
coritrol'i inrt sering diterjenahkan sebagai fungsi
penElawasan. Har tersebut dapat dijunpai pada beberapa

buku di antaranva buku st. Dianjung (1ggz : har.. 7b), s.
Panudj i ( 1985 : hal. 201), Hadari Nar+awi ( igg6 : ha1.

43).

Ketetapan aenerjenahkan istirah controrling nenjadi
istilah penEra*asan ke dalan bahasa rndonesia terah
dipernasalahkan secara sungguh-sunEiEluh oleh sujanto
( 1986 : haI. 25 ) . Sujanto nengatakan bahwa fungsi
contro'l'1 inB i ika diterjenahkan ke daran bahasa rndonesia
meliputi dua funsi yaitu : penElawasan dan pengendalian.

11
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Dan di daran fun(si pengendalian itu sudah tercakup pula
f ungsi penElawasan di dalannya.

SeLanjutnya ditambahkan Suyamto (19g6 : haI. 19)
bahwa yang dinaksud dengan : "pengawasan adalah segara
usaha atau keg!iatan untuk uengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tuEras atau
kegiatan". sedanErkan yang dinaksud dengan : .,penEendarian

adalah segala usaha atau ke€iatan untuk menjamin dan
nenggarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan
dapat berjalan sesuai denEfan rencana yang telah
ditetapkan".

Berdasarkan definisi yang dikeurukanan Sujanto di
atas, naka dapat disinpurkan bahwa pengendarian menpunyai
Hewenang untuk melakukan tindakan korektif, sedangkan
penElawasan t idak beri..-enang ne lakukan t indakan korekt if .

DenEran demikian, hubungan antara pengawas dan pengiendali
dapat diElanbarkan sebagai berikut :

atau

Ganbar L HubunEian antara
PenEiendal ian

Pengawasan denElan

Den€an nengingat pertinbangan asal
kata penEfawasan berasal dari kata dasar
penElendalian berasal dari kata dasar

usul kata, maka

ar.ras dan kata

kendali. Agaknya

Pengawasan + Tindakan KorektifPengendal ian

Tindakan KorektifPenElendal ian PenEenda I ian
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dapat kita sepakati bahwa istirah pengendalian rebih
tepai dipakai sebagai terjenahan dari istilah eenLr_arli,g
darl pada istilah pen*a*asan. Karena yang harus dilakukan
oleh adninistrator bukan sekedar nlengiawasi saja,
melainkan jogu harus mengendalikan seluruh kegiatan
organisasi yang dipimpinnya. Dengan melakukan kegiatan
pengendalian berarti sudah mencakup ke€iatan pengawasan.

Peberapa penu 1 is fndones ia ternyata te 1ah
Eleneri euaahkarr kata cont ro I I i no menj ad i pengendal ian,
nisaLnya terj enahan bukunya Harold Koonta et. aI oleh
Guna'.ran Hutauruk ( 19g6).

Perubahan istilah pengawasan nenjadi pengendalian
sebagai terj enahan cnn tro.l .l i no nungkin saj a dapat .

meninbur-kan kerancuan, terutana apabira digunakan tidak
eernat dalan menilih istiLah yang hendak digunakan.
Tetapi har ini serinEi terjadi disebabkan dar.an setiap
Easa peralihan di bidang apapun selalu penuh kerancuan.
01eh sebab itu pula terjadi berbagai Fersepsi terhadap
uaakna ist i lah penErawasan . Kadang-kadang pengawasan
d iart ikan dalam art i 1uas, yaitu sarna dengan
pengendalian, dan kadang_kadang diartikan dalan arti
sempit vaitu perrElawasan funEisional (selanjutnya disingkat
wASNAt ) .

Sekarang ini kerancuan tersebut dapat kita
hilangkan j ika kita urengunakan def inisi pengar.rasan
nenurut Oteng Sutisna (1gSg : hal. 203) :

I



L4

Mengawasi ial a h proses den€an manaadminr'strasi rrelihat aoakah apa-ygn€l ter-i adi ituseesuai d_engan apa ven€ seharrrsnva teriad;- Ji katidak maka nenrresuai-a-n r/an-d r,eriu dirlr"f.ru{a- Jadi,penEla'rTasan ialah f unEls i admin istras i daran nanasetiap administrator neurastikan bahna apa yangdikerj akan sesuai dengan rencana yang d ibuat,instruksi-irrstruksi yang dikeluarkin , danprinsip-prinsip yang ditetapkan. Ia dinaksudkanuntuk urenunjukan kelenihan_keleuahan dankesalahan-kesalahan, kenudian menbetulkannya danmencegah perularrgannya. Ia nengenai semua orang,kegiatan, benda.
Definisi yang dikemukaken oteng sutisna tersebut

aElaknya dikut ip cleh Kepala Negara kei ika nenbuka
Penataran Pengawasan I'{eiekat baEi para pejabat eselon r
d i Istarra Negara pada hari sen in tanElElal Z? Jun i lgg8
denElen mengiatakai-r bahr.ra kegiatan pengawasan bukan rah
terutama untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Tetapi
terutana ditujukan untuk nenenukan seeara dini kesalahan
atau penyimpangan, s€hingEra capat seErera diadakan
perbaikan dan pelurusan kembali. Kegiatan penElawasan

diperlukan guna ,oenyenFurnakan prosedur, baik yang

bersifat preventif, Fengend3lian, Baupun represif.
Pengfawasan adalah funEisi yanel nendukung keberhasilan
peneapaian tujuan yang telah,iitetapkan (Konpas, zg Juni
i988 : hal. I).

rstilah penElaFrasan nelekat nenurut rnstruksi
Presiden Republik fncionesia Tahun 1gg3 tentang pedoman

Pelaksanaan Pengawasan tanggar 4 oktober pada bagian
lanpiran dicantumkan bah*-a penEiawasan atasan langsung
ditekankan pula bahrza pinpinan senua satuan organisasi



nelekat dan neningkatkan mutunya.

B. Pengawasan Helekat Sebagai Fungsi Administrasi

Fungsi pengawasan

diganbarkan seperti gambar

petrerintah termasuk proyek
Depart enen,.rLenb a€a,/f ns t asn i

pembangunan di
agar neneiptaken

dalam adurinistrasi
2 berikut ini:

15

L ingkunElan

FenEi awasan

dapat

pelaksanaan
sebene-rnya

],ang P--nTimpangen
Yang diukur dan
diperbaiki oLeh
pengaHasan

Pelaksanaan
d ikehendaki Yang

Gambar Z. Fungsi
. ( Otenei

keciI, kedua kegiatan
pen€ialiasan me Iekat dan

Pengawasan dalam AdministrasiSutisna, lg8g: ha]. r0;j-

pengawasan atasan langsung yaitu
funBsional dapat ditangani sendiri

Selanjutnya ditambahkan ol_eh Oteng Sutisna :

0rang kadang_kadan{ Iopu. bahwa pengawasanadalah funElsi setiap ;&;"istiatoi. ""i"arn€_kadang
begitr.l kuat tekanan yang d iberikan kepadapengawasan adninistratrasi !ingLui-nrrrJ^f. sehingganenberikan kesan seolah_o1ah tirerlt_iinetat yanglebih rendah tidak- U"rr"f.- me6eriukan pengalTasan.hlalupun nasuk. akal ;;i;i; mengharapkan perbedaandalan funesi p"nc;;;;;. ai -.r,1""= 

paraadministrator,. pengingat kewenangan paraadministrator.tingkaf:-;;;= serta tanEtgunE jawabmereka sebagai konsekuun=inru, nanun adalah suatukenyataan bahwa pengawasan merupakan suatu fungsiadministratlg.:ralg amat pentine-p.J. 
=li;."n tingkatadministratisi. <Ot".J-SIii=nr, 19BB , ha1. A04).Fun$si pengawesan pada dasarnya tak dapat

d iCe Legasikan sepenuhryu. kepada bawahan. pada organisasi
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seeara efektif dan efisien oieh trinpinan organisasi yangbersangkutan. Nanun, pada organisasi yang besar, hal initidak'dapat dilakukan denikian, mengingat kat_-rbat.?san
rentang ken,cali seorang ninpinan. Sebagian dari. padanya,
khususnya menEfenai kegiatan penElawasan, terpaksa harusdidelegasil":an kepada bawahan sehingga Eleng3wasan dapatdilaksanakan seeara efektif dan efisien. IJntuk nak=uditu, maka dibent-r:k1ah aparat_apart pembantr-r Finpinan yang

d iber i tugas E enEi3Hasan . Jad i , tugf as aparat _ apaiat
seBacan ini adalah untul,l menbantu pinpinen dalam
menTel_enggaral.:.an fungsi penglawasan. pengawasan senacatn
ini di.sebut nenga*--as*,., fi:nosiona.i. Atau nenurut istilah
0teng S,utisna disebut penga;+asnn 

@. Karena
metode penga'iasannya nenilai perbuatan keseluruhan
organisasi atau bidengi-bidangnya, dan perbaikan terhadap
kegagalan untr:k nemenuhi standar penE'ar"Tasan menpunyai
landasan yang sama luasnya (0teng Sutisna, 196g : haI.
20s).

Akan tetapi berbeda iengan fungsi_funEisi lainnya,
fungsi penga,,rasan nelekat tak dapat didelegasikan kepada
ba';ahan ' setiap nenteri nasih harus uelakukan penEiaHasan
walaupun ia suciah dibantu oLeh para inspektur ;endraI.
seoranEr Eubernur nasih harus nelakukan pengalrasan merekat
nreskipun sudah ada inspektur wilayah propinsi. Deuikian
pu 1a pres iden mas ih harus ne Iakukan pengae,rasan me lekat
walaupun telah ada Ba,lan pengawas Eeuangen (BAPEKA) Can
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Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BpKp) serta
insE:ektur j ende.-ai penbangunan . Demikian pu 1a set iap
pinpinan suatu unit orEianisasi harus nelakuhan penEia*asan

neiekat ternadap pe1-aksanaan tuEias ser-uruh orgenisasi.
yang dipinpinnya, walaupun ia terah dibantu oleh para
petugas penElawas fungsionaL.

Dari uralan tersebut, maka jelaslah bahrea
penEra*asan ]'ang dir-akukan sendiri or-eh setiap unsur
ninpinarr disebr:t- sebagai pengawasan nelekat atau br:i 1t 1o
eontrol. PenEawasan melekat ini menurut Oteng Sutisna
disebut juga sebagai trenqa?asan oeerasi onal-, karena
n,enEiukur perbuatan dari hari !.:e hari dan menunjukkan
b idangt-b idanei ]'ang seEiera nemer lr:kan r- indakan penbetu larr
(0ten€ Sutisna, lgBB : hai. ZllE).

Berdasarkan uraian di atas, naka dapat difahami.
bah'*a penEiawasan fungsionar. hanT-a)-ah sebagai penunjang
bagi penEiawasan nelekat (s. panoedji, lggr : hal. z &

Konpas, 29 Juni lgBB : ha1. IV). pengawasan

organisasional dan operasionar, keduanya adalah perru
bagi perrEra*asan yang efektif di dalan suatu orgianisasi
(0teng Sutisna, lg8g : ha1. ACS).

Hubungan antara penEralrasan atasan langsung dengan
penElewasan nelekat dan penga*asan funElsionar sebagai

ffitlft UPI

tt(lP

PERPUSI A[AAN

P[oANG
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salah satu fungsi
ganbar berikut ini

adninistrasi dapat digambarkan seperti

P ereneanaan

Fungsi Adninistrasi

P e laksan aan

P engawasan
l'{alcl,-+.. v . !:\4 L

P eng:aerasan

P enElaRasan
fungs iona I

Ganbar 3 : Hubungan Fungsi Adninistrasi dengan pengawa-san HeLekat dan Fungsionai
I{alaupr:n istilah pengfawasan melekat,Can penEiawasan

furrgsionar itu sudah cukup r-ana dipakai orang, pemakaian
istilah itu secara resmi untuk pertana ka1inl,a ialah
dalan rnstruksi presi,ren Nonor 1s Tahun 1gg3 tentang
Pedonan Pelaksanaan pengariasan. Dalan instruksi tersebut,
Presiden menErgunakan pula seeara resmi istirah peng!ar.zasan
atasan langsunEi. Tetapi perbedaan ataupun kaitan antara
penErawasan nelekat denEran penEiar.Tasan atasan langsung di
dalaa instruksi tersebut ti.dakrah beciitu jeras benar,
sehingga seeara unun dipakai oreh oranEi awaa seeara silih
berganti. 0rang awa& mengartikan istilah penEiaaasan
nelekat sama saja dengan penElaezasan atasan Iangsung. Di
sini terjadi pura kerancuan istilah, karena belun adanya
kesepakatan dalan penElElunaannya.

UlLll( UPI PEAPIISIA(i' ;'N

II(IP PA DA N 6

i

i

I
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Yang dinaksud denEran penErawasan ner.ekat menurut
Pasal 3 "yrt (t) dan (Z) dalauo Lanpiran Instruksi
Presiden Nomor 15 Tahun 1gg3 oleh sebagian ahli
ditafsirkan sebaEiai Sistem pengendali Hanejetren (SpH).
sebaciian ahli lainnya nenamakannya sebagai sistem
pengendalian intern atau sisten penElawasan intern (SpI),
dan ada Fura yang menaurakannya sebagai sisten kontrol
intern (SKI), dan Iain_1ain (Sujannlo, 19g6 : ha1. 1 _ 5).

Jika pengawasan melekat harus dilakukan atasan
lan*sunE!' traka pengswasan fungsional dilakukan oleh :

1. Aparat pengawasan fntern peneri.ntah yaitr: :

a. BPKP dan perw-akiLannya d i ciaerah_daerah;
b . f nspektur .ienderal pembangunan ( f t3 gp6. ng,,) ;
c ' rnspektorat Jenderal Departenen, Aparat penga,*asan

Lenbaga penerintah Non DepartenenlLembaga
Penerintah lainnya;

d. f nspektorat Hilayah propinsi,. dan
e . f nspektorat il i layah Kabupaten,/Kotama dya .
BPKP dan Itjenbang berada di ba,,zah dan
bertanggungjawab langsung kepada presiden, sedan€kan
aparat pengawasan fun€sional Iainnya sesuai dengan
linelkup tanggungjawabnya berada di bawah dan
bertanEiErungjawab kepada pinpinan Lembaga,/rnstansiryu.
nas ing-nas inE.

selain aparat penElawasan fungsional tersebut diatas,
maka 

'perasi 
rert ib pusat (opsrrBpus,\ sebagai unsur
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penunjanEl operasional yang berada dibawah koordinasi

Menteri t{eglara PendayaElunaan Aparatur Negara, dapat
' dikerahkan Efuna nenbantu Departeuoen, Lembaga

Pemerintah Non Departenen dan Penerintah Daerah dalam

kasus-kasus yang meaerlukan daya keuanpuan operasional

tanbahan.

3. Pengawasan fungsionaL terhadap Penerintah berdasarkan

ketentuan UIJD 1945 dilakukan cieh tieia Lenbaga TineiBi

Negara, yaitr-r :

a. Dewan Ferwakilan Rakyal (DFR) yan€ berkewajiban

nenEiawasi tindakan-tindakan Presiden dalam ranElka

pe Laksanaan Haluan lle6ara;

b.. Badan Peureriksa Keuarrgan (BAPEKAi yeng memeriksa

+.anggungjawab Fenerint,ah tentang Keuangan Ne€ara;

e. Hahkanah Agung (HA) yang nelakukan kekuasaan

kehakinen, antara lain nelakukan pengawasan

tertingsli' terhad=.p jalannya penEiaciilan dalan seuua

lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan

nenjaEia supaya peradilan diselenggarakan dengan

seksana dan sewajarnya

Unsur-Unsur Pengawasan Helekat

Pengawasan nelekat sebagfai fungsi dari adninistrasi
terdiri atas enan unsur yaitu :

a. Helaiui penggarisan struktur organisasi yangjelas dengan penbaEiian tugas dan fungsi beserta
uraian yang jelas puIa.

b. He1alui perineian kebijaksanaan pelaksanaan yang
dituanglkan seeara tertulis yang dapat nenjadi



2\

penganElan dalan pelaksanaannya oleh bawahan yang
nenerina pelinpahan wewenanE! dari atasan.

c. HeLalui rencana keria yang nengganbarkan
kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk
hubungan keria antara berbagai keEiiatan beserta
sasaran yang harr:s dicapainya.

d. Melalui- prosedur keria yang merupakan petuniuk
pelaksanaan yang ;elas dari atasan keE'ada
bawahan.

e. Helalui peneatatan hasil keria serta Pelaporan
yang merupakan alat bagli atasan untuk
nendapatkan informasi yang diperlukan baeli
penBambilan kePutusan serta penyusunan
pertang€ungjawaban, baik Bengenai pelaksanaan
tuEias Baupun nengenai penEielolaan keuangan-

f. Helaiui penbinaan persanil ya.n1 terus trenerus
agar para Pelaksana nenjadi unsur yang nanEru
melaksanakan dengan baik tugas yan.a nenjadi
tanElEiunEfjawabnya dna tidak nelakukan tindakan
yang bertentangan dengan maksud serta
kepent ingan tuEiasnya .

Keenan unsur penEf at?asan me lekai d i atas dapat

d ir inElkas nen j ad i

a. strutur organisasi;

b. kebijaksanaan tertulis;

c- reneana kerja;

d. prosedur kerja;

e peneatatan hasil keria dan pelaporan; dan

f . penbinaan personil-

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuan$an (BAPEKA),

Keuangandalan

NeBara

Norna-norna Pemeriksaan Tanggungjawab

merinei adanya 1i-na unsur Siten PenEiendalian

Hanajenen (SPH), yaitu :

a . B.aneangan orEian isas i
b . Prosedur Erenbukuan
c. Siten pelaksanaan
d. kualitas pegawai
e. Sisten pemeriksaan intern
( Suj atno, 1986 : hal . 7 > -
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Fungs ionai

dalan buku Norma Pene r iksaan

disebr:tkan

22

Aparat Pengawasan

adanya delapanP ener intah,

unsur-unsur SFH, yaitu :

a Ordan isas ie L E(

b. Kebijaksanaan
c. Prosedur
d. Personalia
e. Pereneanaan
f. Akutansi
g. Pelaporan
h. Peneriksaan intern
( Suj atao, 1986 : hal . 6 )

Dengan mengEiunakan unsur yang

sunber terakhir dari buku Norna

Pengawasan FunElsional Penerintah di

strutur penEiawasan me lekat daF,at

Eanbar 4 berikut ini :

PenEiawasan
He Lekat

L

Pengawasan
Atasan
LangsunE

(PAL)

Gaunbar 4 : Struktur IIASKAT

komperhensif

Pener iksaan

al:as, naka

d iganbarkan

menurut

Aparat

seluruh

eol.:ada iYrresos-

I

S isten
Pen€endalian
Manaj enen

(sPH)

0rEan isas i
Keb ij aksanaan
Prosedur
Personal ia

Perencanaan
Akutans i
Pa I annrnnL .r L4(

Pener iksaan
intern
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BERBAGAT KEHDALA PELAKS,{NAAH PENGATASAN },TELEI(AT

BerbaElai kenciala daraB pelaksanakan penErawasan melekat

antara Lain adalah sebagai berikut :

A. Budaya EnBElannya Atasan Henegur Bavrahnnya

Yang nenjadi nasalah atau kendala untuk

melaksanakan penEiawasan neiekat antara lain ial-ah apakah

at-,'i-il:r.rr memFunyai keberaniarr menegur bawahannya ? . IJnt-uk

nenjawab nasal-ah ini perlu dikaitkan dengan br:daya bengsa

kita sej ak zaman dahu Iu kaLa. Terutama j ika atasan ai.eu

oranEl tua kita akan melarang kita, mereka enEfEian L,ahkan

hamp'ir tidak perrrah berani 'oilang kai:a " t,idak".

. Dalam tajuk rencana Konpas 5 Hei 1988 hal-. IV

disebr:tkan bahwa seoranE! Eubernur nengatakan dalan suatu

kesenpatan, coba cari pejabat atau pinpinan yang sanggiup

berkata "tidak" kepada rekan atau bawahannya, junlah

mereka dapat dihltung denEian jari.

Henan$ i+,u1ah penpalanan yang terjadi di kai-angan

. instansi pemerintahan Baupun lembaEia swasia Ci Indonesia.

Oran6 Indonesia-. pada umumnya suLit untr:k nenge+-akan

tidak. KecendrunElannya berkata ya.

Tidak dan ys di sini bukan sekedar dalarr arti
basa-basi. Seperti kebiasaan oranEf Jana sanpai-sanpai- ada

unElkapan ingd'i h-irrEqih nboten kenangEih. Artinya yd-y4,

tetapi tidak dilaksanakan.

z.)
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Persoalannyai'anBdinaksudhandlsinibukansekedar

cara menElatakannya. cara i-tu BeBangi acia. Akan nengatakan

tidak, tetaai den{an carF Ya. LeLrtoi sehinEiga yang

diaj ak bicara dapat- nenangkap bah'.za yang dinaksudkan oleh

lawan b icaranya adalah t i'ia k .

Kadang-kadanEi terf ikir, keengianan untuk nenEietakan

ij-d-aJt, sekedar suatr: sopen sanl-un serta adat isriaCat

ataukah sedikit banye.k inencerninkan kebuclayaan yang cl-eh

Gunnar HyriaI di=ebut seba€ai liebuca:'aan lemah'

BarangkaLi yang sebena:nya keengganan berkat-a tiiak-

atau l,,enEiEianan trenolel^l nerupakan caII}Furan dari berbagai

unsur L;.ebudayaan Can aCat ist iadai oranE! Indcnes ia-,

terutama daerah-daerah terlentu.

l{asalahnya tinbuL, karena dal-am PerEiauian' tata

hubungan maupu.n tata pemerintahan serta tata usaha brsnis

swasts, diperLukan sikap-sikap yang jeLas dan tegas;

keputusan-keputr:san yang j eLas sehingEa menberikan

kepast ian . 'I ika :ra, menanEl 1'?, dan j ika t idak nemangi

tidak.
Foencdanan un*,uk nengatakan ticak tersebut nuncul
r-v9rrooe

Fula dalam keengganan nenEiaFiasi naupun cialan Persepsi

tentarrgi penElaliasan itu send.iri. Penga'*asan bukan suatt:

pertanda tidak pereaya. Pengawssan adalah baE!ian dari

tata keria nodern dan luElas yang secara obyektif

diperlukan untuk kelanearan keria maupun melinduneii atau

nencegiah sesana pegawai teriebak dalan hal-ha1 yang

nelanEigar aturan atau ketentuan yang berlaku '

ttlil-W, 1Pl i[flfi$$g*firi +S

lfilp f ef,$sus
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Situasi dan salah Persepsi ini yanB pada umutrnya

nenyebabhan kita enElEian uelakukan tugas penEia'nzasan dan

j ika tatap melakukannys tetapi ienEian berat hati. iad j.

menanE! benar, nasalah pengawasan berlalian erat dengan

masalah kebudayaan '

Sebagai conzoh , Di dalan suatu kantor Seorang atau

beberapa orang bawahan neiakukan hesal-ahan. Nanun

atasann),a tetap menbiarkannya ';alarlpuri ia telah rahu '

HenEiapa hai ,lenikian sampai i;rjacii ?. Banyak iawabai-rnya,

,jiantaranya atasan nerasa tidak enak meneEiur bawahannTa

I^:arena kha,;atir Perasaan bawahannya tfzrEianEiEiu ' Belun

f aktor lain ia:ii nisal-aIa salla-sana =atu ke luerEla,

ke IaurEia Golkar atau ParE:o I nisalnya . atau sama s'-ltu

daerah, d,an sebaginYa.

Agahnya suasans keenEiganan atasan uI-rtuk menegur

Iiesalahan bawahan d1 negara kita ini sudah begitu

parahnya. sanpai-sanpai Bapak ilakil Presiden sudarnono sH

nenegasl.:an a$ar para atasan harus beran i neneEiur dan

nenganhil tindakan terhadap bawahannya yang nenyinPang'

Keberanian itu penting agar seEiala kesalahan atau

penyinpanElan yang teriacii dapat diatasi secara dini

(Kompas, L8 APriI 1938, ha1. I)'

Se j alan dengan PeneEiasan ilaki 1 Pres iden d i atas '

Presiden soeharto iuga turut nenegaskan bahria tak boleh

ada rasa engElan untuk nelakukan PenElawasan (KonPas, 28

Juni 1988 : hal. I).
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B. Budaya Upeti

SaIah satu dari penyinpangan kerja adalah seba$ai

upeti kepada atasannya. Bahkan upeti itu tentu saja 'jali
hasi-L kesaiahannya nisalnya koropsi, nanipu1asi dan

seba€iainya. Dengan kata lain, atasan nalah nendaFat

bagian dari hasil kesalahan. Siapa yang EenElawasi atasan

yang Ler+u)-n33t ? Jika ia juEla ternyata nendapat bag'ian

ua!-rg 66p1rpsi ?. 01eh sebab it-u, dalam harian Konpas

mantan Ketua HPR/DPR Ri, l{. Kharis Suhuci pernah

nen€iatakan bahwa penglawasan yang pal- inEi ef ekt if ial-ah

penEiawasan dari Al1ah

C. Salah Kaprah terhadap Tugas Pengla..rasan

Menurut nantan Henpan, Ir. Sarwono Kusunaatnadj a

menggenukakan sebagai berikut :

Kepala Negara urenilai, urnunnya para pejabat
sakarang ini saiah kaprah terhadap tugas
penElawasan yang sesunEfEluhnya. Ada suasana budaya
seciah-oIah pelaksanaan penEfawasan semata-nata
hanya mencari-cari kesalahan. Padahal karena
nerupakan bagian dari suatu nanajemen yang baik,
naka seharusnya penElawasan itu di.anglBap sebagai
suatu yang wajar, karena itu pula tidak boLeh ada
rasa enggan dalan melaksanakan. (Koropas, 29 April
1981 : ha1. III)
Fernyataan di atas nenunjukkan bahwa selama ini

dikalangan para pejabat kita masih enElEiarr nelaksanakan

penEla;.iasan terhadap bawahannya. HaL in i nerupakan kendaia

dalan me laksanal.:an penEiay.?asan me lekat .

HenanEl seperti uraian pada bab I, bahwa penElawasan

nelekat adalah nerupakan salah satu dari fungsi

administrasi di sanping perencanaan dan pelaksanaan.

Persepsi para para pejabat l^:ita selana ini uienE|artikan
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penElarnasan adalah untuk nencari-cari kesalahan bawahan.

Sebenarn:Ia yang lebih utana ialah menEladakan peneeElahan

secara di.ni terhadap penyinpangan yang teriadi.

KuranElnya Keteladanan Atasan

Di neElara kita, ket,eladanan atasan nerupakan

panutan bawahannya nenBingat nasih kuatnya buCaya

paternalistik. Salah satu kendala dalan atasan

nel-aksanalian penElawasan neiekat ialah keti'dak taatan

atasan sendiri terhadap sistem yang berlaku. Ini

nerupakan kurang baiknya kete ladanan atasan kepa,ja

bawahannya . Af-asan cendrr:nEi [Ierasa d ir inya se 1alu benar ,

Itadang-kadanEi lebih benar dari sisten itu sen'jiri.

Situasi yang denikian lebih dikokohkan iagi oleh nasih

adanya sebagian nasyaralta*. kita yarlg terlalu BenElhargai

nilai-nilai feodal.

Dalam keadaan yang demikian, nasalahnya ialah

berapa besarkah kenunBkinan penEia'rasan dari ba'.rah ke

pihak atasan ? Dapat diranalkan bahwa hasilnva tidak akan

banyak, karena ia memberi peluang kepada bawahan untuk

inene ladan i Car i atasan nerel:a . tlalaupun denikian , sebaEiai

suatu sisten, ia diperl-ukan secara keseluruhannya.

Sebaliknya, sisten paternalistik yang be€itu kuat

dalam masyarakat kita, tanpaknya kuranEi urenberi

kesenFatan bagi bawahan untuk nenElawasi atasannya. Telah

menjadi Eejala umun di neEieri kita bahwa bawahan

EEnsntiess. dicekau,:1=h rBEs. tskut bila berhadapan denElan



atasannya. Dalan keadaan seperti
bawairan yang "berani" nengawasi

Sjansuddin, 1988 : ha1. M.

E . Lenahnya FenElarrasan Masyarakat-

ini, naka

atasannya

Pemerintah telah nenghinbau seluruh anggota

nasyarakat yang hendak nengirinkan infornasi atau

laporan, di-harapkan nenyanpaikani-rya secara lugas ,jan

obyektif , Lidak bersif at men6ihasr:f- aiau nenf itnahr.

Laporan supaya disampaikan secara Ien€kap areliputi fakta
(kejadian njratai atau kondisi kejadianr/F,eristiwa, j,:ga

nenyebutkan kriteria atau patokan yang cii)-anggar serla
bentuk pelanggaran atau hambatan serta akibatnya.

Informasi itu dapat dikrrinkan ke tromoL pos No. 5000

atau ,Iakarta Pusat 10.000.

PenEiaduan masyarakat nelalui tronol pos ini
Elempunyai kesan-kesan " darurat " . Henurut Nazarucid in

Sjamsuddin (1988 : haL. IV) bahwa biasanya cara ini han:ra

didapati dalan sisten administratif yang belum mapanr

sehingga diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat
senentara. Jika nekanisme yang bersifat sementara

digunakan juga dalam situasi atau siten yang sudah

stabil, naka ia akan nenEundanEl pertanyaan nasy.arakat.

Hasl'.3p2L"1 yang seLana ini tidak rnemF.erhatikan jadi turut
nemperhatikan. Hasyarakat akan bertanya ; Ada ape dalan

sisten penElawasan kita dewasa ini ?. Adakah sesautu yang

serius sehingga penerintah neninta pengaduan masyarakat.

ao
z. \)

jarang ada

( Naaarudd in
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Parlisipasi nasyarakat untuk turut aktif daLan

memanf aatkan f-rono1 pos tersebut di aias sangat lah

ditentukan oleh labar belakang pendidikan serta

keberanian dan l.:.ejr:juran mereka. Selain itu yang paiinE!

penti.ng adal-ah sanglat diten+,uhan oleh tineikat

kredi'oilitas birokrasi itu sendiri. Jika nasyarakat

rnempunyai tingkat kepereayaan yang linggi ierhadap

birci;.rasi, maka tak perlu diraglukan l_aeii bahv,'a tinpikat,

parrisipasinyapun akan tinggi pula. Hayarakat yang

dipenuhi oleh resa Fereay3. terhadap birol.:rasi akan yakin

bahwa " pengiadr:annya" akan d iperlakrrl.-arr senest inya.

Sebaliknya, j i!.:a tingkat, kepetca;233n Bas1z 1a1r.rt

terhadap birckrasi rend,ah, naka tinghat partisipasi dalan

me 1a-l:r:kan penEiairasannyaFr-tn ikut rendah pu la . DaLan

sitr:asi ),enB ciemikian, kebanyakan anggota masyarakat ahan

'oersif at pasrf saja, karena mereka ],akin bahwa pentaduan

nereka tidak ada gunanya. Bahken sebahaElian anggota

aaasyaraka" akan memanfaatkannya sebagai tenpat mei-epaskan

kekesalan hat iny-a.

Selain itu, terlepas dari tanEfEiapan mas;rgrs!{*1

terhadap tronol pos itu, birokrasi berada dalan posisi

yang serba suli+.. Disatu pihak ia bertu{as Benyelid,il:i

tentang bens.r atau tidaknya seluruh EjEngs.,jus.n nszyars.kst.

Jitr,a urnpananj:a ternyata penBaduan masyarakat yang naasuk

kebanyakan tidak dapat dipercaya, naka bisa saja

birokrasi akan menyinpurkan bahwa semua pengaduan atau

laporan masyarakat adalah tidak benar.
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Sebaliknya, jika pengaduan s.teu laporan masyerakat

te=n1,313 bany3.k bene:-;r3, nak-r bersed iakah L,irekra=i

menindak diri senCiri ?. Selain itu, manpukah bir,:krasi

nenerima krrtikan Teng terus nenerus terhad.ap dirinya ?

Bukankah birokrasi nerupakan kumpulan manusia yang

memi t iki- p ikiran Can perasaan ? .

F. 5-u;ang l'{emenuhi Pe:si,::atan SebaEiei Atasen

?enga:+a=an ner'lE:alian tanggungjar,-ab pinpina.n

arEianisasi sepenuhnya, cieh sebab itu apabila pengaiia=an

ti'jak ber:al-an serl3a.1 'ra:-i.:, mak-a yang pal-ing bersalah

adalah p inp inan ]*ang 'cersangkuten taC i . PenEiawasan

neie!.:ai y3ng 'aai!,: berair-i harus senanliasa mengzxas:-

peirerj aan ba-irahan Dan b i 1a ba:.iahan ne lakuken ke=a1ahen,

naka atasan harus daFat nenjatuhkan sanElsi hukuman sesuai

dengan ketentr:an :/anEl berlaku. Ijntuk dapat melakukan

pengar.?asa.n neieket d*rrg3n baik atesarr haruslah memenuhi

beberai:a syarat, yang cii anlaranya adalah :

a. Pengiuasaan terhadap pekerjaan.

b . Dapat bersikap lr:Eles (:akclii k) .

e. !'leni.iik-i ke'oeranian bertindak.

d. Heni-l-il^:i l:.epercayaan diri.

e. Bijaksana.

f. Tidak mempunyai kesalahan yang nenonjol.

Sedangkan Si;atmo, (198? : ha1. i10i merumuskan

syarat-syarat penElawasan yang baik denEfan sebutan 7 A,
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yaitu : akhlak, asih, irif , ahli, a'Fras, dan akr;r'at.

Darr ,i il-anbahkan pu Ia o lehnya bahr.ra s if at swas itu

mencakup enpat siiac, yarrg j ika hurui-huruf awalnya

d irs.rrgliaikan akan berbr:nyi SILA, yaiiu s inEikatan dar i

scentical minrJ atau sa-n.{si, inqui=i-t:-ve minc atau i-nggi-n

tahr'' lei-ri h han.zak, ioai,-, al m'rnC atau r+a_ia,r dan ana1vt..i ea1

mind a.'-au anal-it-is.

A i as an s eb age i p engawas d an l-.;ahkan s eb agia r

peng;n,jaij. harus jugla merrenuhi sya:ai-syarai sebagai

per-iEialias yang 'caili seFert i tersebr:t d i atas . Alasan y*ang

bodoh, yang kurang nenenuhi persyaratan, yarrg iidak

nenEluas3i pekerj aan yang ,j lp lnp innya , :Ienl E:enuh GDnE;en

ierrggarrg rasa enEigan ( peker^ruhi unt,uk menegur bawahannya,

yang li,lak nenil-iki l^:.eberanian dan keE:etcayasp diri, darr

atasan tTng banl:ak memiLiki kelemahan; sudah barang tentu

tidak- dapat nenjalankan penEieriasan nerekat seeara ef ektif

dan ef isien. Kerenahan penElaHasan neLekat selal-u terkaiL

dengan lemahnya atasan dari organisasi yang bersangkutan.

Ada kenun€kinan pula seorang' atasan sebebnarnya nerrilki

keinanpuan yang cukup untuk nelakukan penE a''rasan, tetapi

ia sendiri menpunyai banyak cacat atau kelenahan,

sehingga atasan tersebut tidak BunEikin untuk berlindak

in€ggarsa sun.€ tulcdo, irrE madva mangun karso, trrt '*uri

ha.rr,lavan i . DenElan denikian atasan tersebut t idak munElkin

g,,ol= dsgrst u.xrs.kzs.ns.lcs.n FEnEJs..rEEBn nxleks.t zEtrElEB af *lttif

dan efisien.
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G. Keleuahan SPH Sendiri

Bebeda denElan penyebab atau kendala pAL yang

sepenuhnya terleLak pada faklor atasan, maka kendala spH

ta,ng merupakan bagian dari penEiawasan nelekat terietak
pada kuiang baiknya nutu SPH itu sendiri, disamping

f akt,rr a.ta.sarr i,anE :irrga tet,ap sebagai salah satu kendala.

0Ieh [,:arena sPH t-erdiri dari banyak unsur, m.aka unsur sp]t

itrr d it*rrtr-rk.?,rr + l-eh mulu. ur'Eur-ur-rsur SPti iru sen'i ir i .

Dari sekiarr banl'.1k unsur SPH, mai.:a unsur pegawailah

yang palinEl nenentukan. I{alaupun organisasi dan tata
kerja sudah baik, reneana sudah baik, prosedr:r kerja

sr:dah baik. s:.stem pembrrkuan rian Felaporan juga sudah

baik. Pokoknya seElala sesuatu senuanya sr:dah baik dalam

arti sudah nenenuhi peraturan nauFun ElerurrdarrEl-undangan

yeng berlaku. llanun semua itu belun nenjamin bahwa

Fekerja:-rn akan berlarrBsurrg denElarr baik cian sesuai dengan

ya.rrEi d ih;,.raF'iran . HenEaga denih:i.arr ? . Karerra sem.ua i.n i
masih tergantung kepada unsur nanusia (pega'*ai ) sebaga j.

pe lalisananya . Sehub,ungan denEian uraian in i , Fada ranan

'juiu, =*ili'ariE ahli pikir Cirra ir+ng nasih hidup pada abad

ke 11 (10?t - 1086) yang bernama ilanEi An Shih nenAatakan

bah'ea Liorapsi dan penyelewengan-penyelewengan itu
terutana disebabkan r-ileh dua haI yaitu buruknya hukun dan

buruknya manusia (Syed Hussein AIatas, 1931 : hal. 7

R\

Berdasarkan pernyataarr llangl An Shih di atas, maka

ia telah nenunjukkan seluruh unsur SPH, karena hukun yang
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dinaksud edels.h ds.Ism arti 1ua=,, l,rakni =egaIa ketentue.n

tertu l is yang nengikat nanus ia ,laIan ue lak=ans.ks.n

tugasnya. semua unsr-rr spH, kecuaii unsur pegarnai ter:aasuk
dalan Ereng,rrtia.n " hukun" liarrEl An Shih ini . 0ieh sebab itu
seaua unsur-unsur yang ada pada spH nerupakan keterrtuan

lrang harrrs d itaat i .

Sece.ra tega=, g. . panu-e,lj i ( 1gg? ; ha1 . L7,)

nengf atakan : "Hukuin :IanE buruk yang d ij aLankan o Leh

manusia yang baik akan uendatangkan hasil yang rebih baik
ketinbang hukun yang bai_k ytartg ,:jijaLenka:-r oieh manusia

:rang burr:i^:.

Jedi f airt--r manusia khusu=ny= EreBar,rai a,larah sangat
menentukan jika dibandingkan dengan unsur-unsur spH itu
sendiri. Nanun tidak berarti bahwa unsur-unsur spH itu
boleh diebaikan. 0Leh sebab itu baik unsur Banusia naupun

unsur SPH, seauanya harusLah nenCapat perhaLian.

Denikianlah telah diuraikan sekurang-kurangnya ada

tujuh kendala dal*iu rr*1e-kr:a.nakn E,Er-rga-r?aEan sel_ekat.

Sebenarnr-a inasih barryak 1a=ii kerrdaia-[,lenciaia ]-.ain y-artg

berum senpat dibahas di sini mengingat keterbatasan
waktu, tenaga, dan kenamEr:an yang ada pada E:errr:iis
oar,Ji-.iJ'illrfII l.

Tu l isan in i i:ira.ni,,;.1 a.L:.an leoih 1*rrBhap Eu Ia j ika d i
sanpirrg menguraikan kendala-kendala pelak=anaan

ElenElawasan nelekat, juga disingglung f aktor-f aktor yeng

nendukung pelaksanaan penElawasan nerekat. untuk mekasud

itu akan disajiken pada bab IV berikut ini.
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FAKTOR-EAKTCR PENDUKUT{G PELAKSANAAN PENGAWASAT{ HELEKAT

Faktor-faktor
penElalrasan nelekat

rJapat nendr:kung

lain acialah sebagai

pe Laksanaan

berikut :

Tahun 1983

yang

antara

A. Instruksi Presiden Republik fndonesia No.15

Pada la-mpiran rnstruksi Presicien tersebut antara

1ai-n d icantunkan tentang penElalsasan atasan rangsung .

Selanjutnya di-tekanlian puia bahr.ra pinpinan semua satuan

organ isas i. pener iniah 1:,ernasuk prcyek penbangunan ci i
f-ingkungan Departemenr/Leabaga,,/rnstarrsi agar nenciptakan

penElar.iasan mel-ekat dan naenlngkatkan mutunya. Lebih J-anjr:t,

'jikanr:kaka:i pula bahwa penElarasan. nereka', ciLakr:kail

ne Ia.lu i :

1. PenEiertian strukiur orElanisasi seria pen-haBian

tugas ],ang j e las .

2. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan secara

tertu I is .

3. Reneana kerja berbagai kegiatan serta sasaran

yang akan dieapai.

4. Prosedur kerja sebagei petunjul.: pel_aksanaan baEi

ba.*ahan.

5. Pencatatan hasil kerja dan pelaporan yang

berEluna bagi atasan untuk Benyusun

pertanggungjawaban pelaksanaan tuglas dan

penEie lolaarr keuanElan .

34
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6. Penbinaan personi.l ag,ar ma,rpu meraksanakan

sebaik-baiknya.

E'erdasarkan instruksi presiden tersebut cii
nalia jelaslah bahr+a pengia'asan nelekat iru mencakup

kegiatan yanB' secara terus utenerus harus dilakukan
atasan langsunE! di dalam setiap orElanisasi

Hasalahnya apakah para atasan sr:dah nelakukannya ?.

undang-urr,1ang Pokok Kepegawaian Nomor g tahun 1g?4

t/sJq4 u t

D i dalan undang-undang pokok kepeElai+aian

tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa setiap
negeri uncuk nentaati segala peraturan
perunriangi-undangan ysng berlaku dan neraksanakan

ked inasan yang ci iE'ereayakan kepadanya denBan

pengiabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Berdasarkan pernyataan salah satu bunyi

undanEl- unciang pokok di atas, naka seandainya

peEiawai negeri sudah nenj alankannya, penElaerasan

pun tentunya akan terlaksana dengan baik.

C. Peraf-r:ran Pemerintah Nomor ZL Tahun 1gT5

Sunpah /Janji Pegawai Negeri

Dalan peraturan peaerintah No. ZL tahun

tersebut dinyatakan :

Deni A1Iah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya untuk diangkat nenjadit{egeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya

35

tugas

atas,

efiam

o leh

hapiq

No. I
pegawai

dan

tuEas

penu h

dar i
set iap

ne lekat

Tentang

1975

Pegawai
kepada
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Pancasila, Undang-Undang Dasar 194S, Negara dan
Pemerintah;

Bah..ra sa7a, akan mentaati segaLa peraturan
perundangan yan1 berlaku dan nelaksanakln tugaskedinasan yang dipercayakan kepada saya denianpenuh pengabdian, kesadaran, dan tanggr:ngjwab, ;Bahwa saya, akan senantiasa nenjunjunEl tinggiiiehcrnatan NeEiera, Pem,erintah, dan nartabat p.g.*ii
Negeri, serta akan senantiasa nengutanakankepentingan Negara dari pada kepentingan sayasendiri atau Bolongian;

Bahwa saya, akan BeneEfang rahasia sesuai:u yang
nenutut sifatnya alau menurut perintah harus saya
rqhrqi nl:n-..'..LSr.,

Bahwa SB.i;a, a-kan bekerja dengan ju_ir:r, tertibd3* bersenangat untuk I.:epentingan Negara.
,ia,li-, j ika sen,a peElaxai negeri yang sr:dah disr:mpah

menjaiankan semua

penE;ar.Tasan nelekat

c3n efisien.

br:t ir -but ir d i atas , maka pe J_aksanaan

tentunya akan berjal-an secara efektif

D. Adanya Korpri

Adanva Korp Pegawai Republik rndonesia (Korpri)yang

d ibentui": dengan surat Keputusan presiden B.epublik

rndonesia tanggal 29 Novenber 1gz1 No. gz rahun 19?1

nengandunEi Tujuan Korpri, Tugas pokok Korpri, Fungsi

Korpri, Hodal- Dasar Korpri, perjuanElan Korpri,
Dasar-dasar Pengabdian, pokok-pokok penbinaan Korpri,
sapta Prasetya dan ProEiran Korpri serta lanbang, panji

dan Lagu Korpri.

J ika sernua anggcta Korpr i nen j alankan se,ua

unsur-unsue tersebut di atas dengan bail:, maka penEiawasan

nerekat tentunya akan berjaran secara efektif dan

ef is ien .



E. Peraturan Penerintah Nomor s rahun 1916 dan Nomor 6

19?8, TenLanEi Sistem Formasi ,ian pengadaan pegawai

SipiL

Pada s istem penElanEikaf-an peElawai neger i
mereka harus nemenuhi syerai-s],arat sebagai berikut
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Tahun

i{eBer i

<ir'i I

a) TeIah newujudkan kesetiaan dan hetaatan penr:h
kepada Pancasila, UUD 1-q4S, Negara dan
Pemerini-ahan,

b ) TeIah uenunjukl:an kecakaF:.n caiam nelakuhan
lug!asn7a,

,l i Teiah nenunjukkan si.kap darr bq,li pekerti yang
tr,= i lz
vg..l ,

di TeLah nemenuhi keeakapan jasnani sebagai pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Sr:rat Keterangan
Haj e f. is Panguj i Kesehatan Pegawai Negler i atauDoier PenEiuji tersendiri.

.Iad i, j ika seuua pegae-ai ne{er i yang ci iangkai

berrar-benar l*Iah menenuhi persyaratan

pe 1-aksanaan penElawasan ne l_ekat akan

di atas,

berj alan

itu
naka

<coQ r?

efekt if dan ef is ien .

F. Peraturan Penerintah Nonor l-c rahun 1g?9, Tentan5i Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

setiap tahun para atasan ranElsunE! di setiap unit
6:el:erjaan neLakukan penilaian EreLal:sanaan pkerjaan para

ba'aahannya. Yang terkenal denga.n sebutan Dp3. Ada. deraE:,an

unsur yang dinilai oreh atasan larrgsung terhadap

bawahannya yaitu :

1. Kesehatan;

2. Frestasi kerja;
3. Tanggungjawab;

4. Ketaatan;
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5. Kejujuran;

6. Eerjass.ma;

?. Prakarsa; dan

I . Kepeni_np inan

Jika peraksanaan DP3 tersebut Eernang telah berjalan
dengan baik, naka +"entu saja har ini dapat nenunjang

Erenga?asan nerelial yang sedang digalakan sekarang ini.

G - P-'ral-r:ran Pener intah Ncmer 3c rahun r.gBC, TentanEi

Peratr:r=.n Dr=ip1in Pega-,+ai blegeri

Da.Lan peratr:ran tersebui terdapat 26 ker"-aj iban yang

harus ditaati setiap pegarai negeri cian 1B iarangan yang

tidak boLeh dilanggar oLeh pega-,rai negeri.

J ik-a saj a selnlf a ke,;aj iban suoan dipenuhi dan senua

Larangan ti'lak dilanEiElar oleh setiap pegawai negeri, naka

keadaan ,ienil:ian ten,'-u saj a dapaf- nenr:nj an6 pe 1-aksanaan

penEiarnasan nelekat.

H. GEHN 1gg3

Ds.ian GBHN 1993 yang 'oerkenae_n dengan aparatur
penerintah disebr:tl":.an bah:-ra kamanpuan aparatr:r penerintah

untui.:. merencanal:an, E€1aksana.l.:.an, mendawasi dan

n=nEendalikan penbangunan perlu ditingkatkan. untr-zk itr:
perlu ditin€katkan nutu, kenampuan dan kesejahteraan

man',isianya, organisasi dan teta kerj a ternasuk koordinasi
serta penyediaan sarana dan prasarana. (TAP - TAp su HpR

RI tanggal 1 - 11 Haret 1988 : haI. ?3).
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i. Krida Kedua dari Panea Krida Kabinet pembangunan v

Dalan Krida Kedua Kebinet pembanEiunan v dinyata-
karr : " Hen i.nElkaikan d is ip r in nas ionar yanc d ipe lopo r i
Apar,tur l{egara nenuju ierwu;udnye. pemerint,ahan :,sng

bersi.h dan berwiba;,-a" .

Dalam rangka pelaksanaan krida kedua tersebut
i.tulah E:eriu dit:.ngk_ati.:en ErenEiawasan, baik Erenga:{-aran

,jari dal-=n tral-lpurr pengary-:-s.j.n dari. luar.
De ngan C j. j ao iliann;,3 pen ingkatan C is ip 1in n.as ional

ne laru i pengal.rasan 
=et iap ag:aratur neg,era, nake haL in i

,+-eritu akan dapat men,lui.-unEi pe Iak=anaan Elenga.,ias3n

rnp'l+Lqt

Khusus untuk l ingkungan Departenen Fend id ikan

Kebr:dayaan sekurang-1.:uran{ni:3 ada lima faktor yang juga

diharapkan de.pat nenr_lnJang pelaksanaan nel_ekat. KeIina
fa!.:tor tersebut adaLah :

1. IJndang-undang perguruan Tanggi LIo. zz rahun

1961,

2. Peraturan Pemerintah Nomor E Tahun 1gg0 tentanEl

Fr-..,ko h-pakok Un ivers i tas,r'f p3i i tu t,
3. Keputusan Hendibud Nonor 265/0/ 1gg0 tentang

Pe Laksarraarr Perrgaraasan d i L ingkungan Depd ikbuc,

4 - rnstruksi Hendikbud Honor l4/u/tg?7 tentang

Pe laksanaan Penb inaan Penga'"rasan dan penert iban

d i L ingkunElan Depd ikbud ,



5 . Instruksi Hend ilibuci No .

Pelaksanaan Pengai+asan

L ingkunglan Depd ikbuci .
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BAB V

UPAYA PENINGKATAN PENGAI{AsAN HELEKAT

Berbagai upaya yeng dapat dilakukan dal-an rangka ne-
ninEll^:a.tkan penEie'nTasan nerekat antara rairr sebagai berikut :

A. Henahi l an.qkan Berbaoai Kendala pel aksanaar, penaa,.+asan

l{e lekat

Dalan bab irr terah ciiuraikan berbagai. kendaia
daram pelaksanakan penEiarnasarr melekaL. Jika
kendala-kenrala tersebut ciapat dikurangi. bahkan ciapat

dihilangka.n, maka penElewasan melekat ada kecendrunEian

dapai dil-aksanaka.nseeara efektif dan eiisien
Dar i berbagai kendaLa pe raksanaen penEiar,.iasan

nelekat tersebut j ika ki.ta sinak, naka i:ada hakekatny-a

.dapal dibagi atas kendarc yeng disebabkan lemahnya FAL

dan 1emahni,3- SFH. I-lntuk rnengatasi kel_enahan- . kelemahan

tersebr:t akan ci ij abarkan sebagai berikuL :

1. Penatnran Pen4awasan Helekat

PeninEikata.n efektivitas dan efisiensi pAL berarti
perringkalan kenaopuan FenEiawasan para atasan 1angsunEi.

untuk neningkatkan keuanpuan dan nutu dari para

atasan, maka diperlukan adanya penataran penEla,wasan

nalekat - Fenataran tersebut nencakup materi yang

bersiiat lnenyeluruh, konseE:siorrai dan konsekuen

tentanEl b idang pengiawasan .

? . Parn-b inaai-i ciel Pengembangan peear+ai

Penbinaan dan pengembangan kepeBawai yang

41
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bersifat nerit systeun yaitu sisteu karier dan sistem
presia=i kerja harr:siah .iiraksanakan secara konsekuen

dari kcnsisten. Untuk itu sistem keluarga, suku, ras
dan agama antar EioionElan ,can Erender serta senanEi arau
t idak senang ( l ike and d is l- i ke ) dan

l":e l-enahan-ke lemahan lainrrya yang se rama in i
kadarrg-ka,iang urasih kica junpai hendaklah dibuang

;'ar: h- j auh .

Peng!angkatan seserlrang dalan jabatan FiaF.i.nan
hen'iak-Lah benar-ihenar nelaiui- sarinEian yang ker-at dan

obyeki if , sEhingi:la harr;.a Larang-orang 5,ang berkual itas
pri.nalah yang Iayak duduk ,li situ. Atau Cengan

peri^:at-aan lain tenpatkanLah seoranEl Fersonil sesuai
dengan bakal-- Can l.-emanpuannya.

Agaknya eukup banyak oranEl dewasa ini ti,lak l*gi
mena.rrdangi i abatan sebagai iaFangan pengabd ian, akan

letapi nenElangE,apnya sebaEiai barang komo,liti yang

capat diperjuar berikan atau sebagai suaiu bidang
usaha. Untuk naksud itu naka oranEl tak segian_segan

lcengin'restasi.kan ncdalnya j ika ada FrosFek keuntungan

di kemudian hari. semangat memavu havrrninE bawana

hanya dianggap sebagai nitos atau sebagai benda kuno

yang hanya Erantas dipajang di nusiun untuk disaksikan
oLeh nereka yang nenaruh perhatian. HerrEiejar

heuntungan ns.teri agaknya nerupakan senangat yang

sedang "mode" sekarang[ ini. Har ini harusrah seElera

kita berantas seeara tunf-as.
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e Pembcnahan Si sten penganokatan .Jabatan

Demikian pula pengangkatan seseorang dalan suatu
jabatan, ada seba€ian oranl berangElapan sebagai baLas
jasa, sebagai suatu peng!hargaan atau sebagai sertraL-am

pelipu.r 1ara. Anggapan yang senacan ini ju€a harus

d ibrantas .

Dalan ne Iakul-:an pengangkatan seseorang nenciuduki
jabaian, maha prinsip the rieht man cn the ri<ht nlace
hendaklah dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,
karau kita nenghendaki FAL dan seluruh penyer.enErgaraan

administrasi berjaian dengan baik pu1a. Jabatan harus

diberikan kepaca oreng-oranEi yane benar-benar nenenuhi
^.-- -^ &-Jct!cLL.

Dalan hubungan ini ada baiknya kita menpedonani

salah satu Hadist yang artinya sebagai beri.kut :

"Apabila ananat telah disia-siakan, apabila
sesuatu jabatan terah diserahkan kepada oranEl-oranEr

yang bukan ahlinya, maka tunElElulah saat kehancurannya,,

(H. Solly Lubis, 1gB3 : hal. V).
TiqEkatl.an Efektivitas SPH

sPH terdiri dari sejunrah unsur. oleh sebab itu,
untuk neningkatkan sPH berarti neningkatkan sejunlah
unsur yang terdapat dalan spH itu sendiri. Dalaa

tu I isan ini tidak d ibicarakan pen ingkatarr
nasinEl-nasing unsur spH karena terbatasnya waktu,
tenaga dan kenampuan penuris. Tetapi yang dibahas

acal-ah sarah satu unsur terpenting dari spH yaitu

4

PEf,PUSIAI(hAN

PAOANG
$fllutt(, UPI

lt(lp
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unsur peEa'rs.i- 01eh ks.rena ysng ps.ling u.enentuks.n ds.ri

semua unsur sPH adalah unsur pegawai, maka penbinaan

pegawai adal-ah kunci dari seLuruh usaha peningkatan

ef +ki ivitr:.s SFlt . untuk nen ingkatkan penb inaan pegiawai ,

maka perru dirakukan usaha-usaha perbaikan pendaE:atan

atau penghasil-an peEfe?{ai. Dan karena diantara para
peg;er,7ei yang dibina iiu yang paLinEl penting adlah
rri mr, j r,-rnr,'.2e, nal.:..:. akhirnJ*a usaha peningkatanE -dr _...4iriij a, u::i!.7-

efektivitas sPH kembali seperti usaha peningkatan pAL

seErerEi ],ang iel-ah diuraikan di atas.

B . Hen'i nekat kan Fakto r -Fa kt nr pendukung

Dal-an ranElka neningkatkan penErawasan nerekat, maka

usah= -u=ahg yanfl p=r-Iu di r3.kukEn i. reh nen ingkatkan e.tau

nenrenfeat-I.:anfaktorfalltor pendukr:nB seF,erti yarrg telah
diureikari pacia bab IV seeara terinci.

Di sa'pr-nE menEJurenEJi kendala-kendala bahk'n j ike
nungkin nenghapuskannya dan ureningkatkan faktor-faktor
pendukung seperti yang telah diuraikan di atas,
sebenarnya inesih banyak lagi usaha-usaha lain yang perlu
digari dan dikembangkan untuk neningkatkan pelaksanaan

ne lekat .

seranjutnya disaj ikan pula aplikasi pengawasan

nelekat di bidang pendidikan seperti bab vr berikut ini.



BAB VI

APLTKAST PENGAHASAN }.{ELEKAT DI PEHDIDTKA}I TIHGGI

Ap I ikas i Erengawasan rae lekal pada dun ia pend i,J ikan

tinggi daran hal ini dapat dikelomFokkan pada dua bidang

yaitu b i.dang f is ik dan b idang ncn- f is ik .

A Bidan,l F'icilr

Penga.,+asan ne Lekat o LeLr atasan lanElsung TanE

nenyangkui bidang fisiir seperr-:- penEigunaan uenEi unt,uk

pembangunan eiedunEl, pembel-ian aiat-alat kant,or, aLat-al-ai
pendidikan, pembayaren gaj i,/honorarium dan rain-Lain
sebenarnya sudah larna dil-aksanakan, bai.k di lingkat rrjen
naupun di.tinglkat institut,.universitas, f akultas, oleh

ketr:a jr:rr:sannya.

Penglalanian yang terdapat: pada salah satr: f akr:1tas

pada umumnya tidak jauh berbeda dengan fakultas lainnya.
Konsep efisieni, efekti.ritas, Frodukti,ritas yang

diterapkarr ciaran berbaeiai l-:egiatan peng!eroraan

pendidikan, i,ermasr:k penElawasannya nasihr ciitekankan pada

segi fisik. Pada haL masih banyak aspek-aspek non-fisik
dalan pendidikan yang belun dibenahi secara baik.

Sebagian besar lapcran keberhasilan

penyelenggaraaan bidang pendidikan hanya diganbarkan dari
segi iisik atau kualitasnya saja. Sebaliknya, laporan

mengenai non-fisik atau kualitas nasih dapat dikatakan
'I ^- +1,^ro.1rtsr.4.
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B. Non-fisi k

Beberapa aspek non-fisik yang agaknya sudah

mendapat perhatian atasan dalan melaksanakan penEiawasan

nelekat ialah dalan haI kehadiran para d,osen, k=Eiar-an

proses belajar mengajar di ke1as, ketepatan pen:,erahan

hasil ujian mahasiswa.

Se,-l anEikan beberapa alterbat if b idang non- f is ik
lainnya yang kiranya per Iu mendapat perhat ian dal-ienr

pe l-aksanaenpenEf awasan ne lekat antara lain adal-a.h :

1. Hutu pendidikan cian pengajaran.

2. Sisten kreciit seuester.

3. Sisten evaluasr hasrl belajar mahasisza.

4. Sistem Erenerinaan mahasiswa barr:.

5 . Hr:tu Fene l it ian nand ir i .

6 - Hutu penelitian kelompok.

7. Hutu penEiabdian kepada nasyarakat.

8. Hutu luIusan.

9. Hutu penataran pada dosen baik di dalan darr

dil-uar negeri terhadap Feningkalan PBH.

10 . Ef ek'" i-ritas penanf aatan penggunaan ned ia dan

alat belaj ar.

11. Efektivitas pemanfaatan waktu kerja bagi dosen.



BAB VII
PEHUTUP

A. Kesimnrrlan

Ber,jasarkan uraian tersebu.!:

pulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan neLekat tnerupakan

penbinaan sumberdaya manusia

ef ekt if Can ef isren . pen{a,;asan

FrDSes a,lmi.nisira=i .
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d i atas , mai{a d is im-

salah satu

bekerj a

uPaya

1eb i. h

dar i

agar

salah

Pengia.;asan ne Iekat ialah penElawasan

o Ieh p imp inan atau atasan dari
org:i.n isa.=:- at,au satuan kerj a terhadap
Berbagai l.:.egi.a,ran penEia.,rasan nelekat

satu f ungs i.

Yang d i.laku!.:.an

setiap satuan

bawahannya.

bul^:aniah uniuii
e

A:

mencari-eari kesalahan seseorang, Letapi terutana
c ilu;ukan untuk menenuken seeara ,Jini kesars.hgn g.t=u

perr;'inpangarr, sehingga dapat seElera diadakan perbaikan
dan peLurusan kenbali.

Ruang l inElkup keEriatan penEiaeiasan ne lekat acialah
struktur orEianisasi, keLrijaksanaan tertuJ-is, rencana
kerja, prosedur kerja, peneatatan hasil kerja dan
pelapcran serta penbinaan FersoniI.
Beberapa kendala dar.an pelaksanaan penEra*asan nerekat
:=*d=lrh

e. buciaya engElannya atasan aeneEfur bawahannya,

b. budaya uFeti,

tr
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c. sal"h kaprah terhadap tu€f as penEiawasan,

d . kurarrg F;ail^:nya l^:.etei::.danan atasan,
e. lenahnya penEiawasan dari masyarakat,

f. kurarrg nemenuhi persyaratan sebagai atasan,
e. i<elenaharr SpH sendiri.

6 . Faktor-f aktor pendukung ,laran pe raksanaan ErenErs.,,rasan

uelel-.at antara la.in adaLah ;tert,agai k;=i;ak=g.naen
pemeriniah dan peraturan F€run,lanEi_ui_rdanElsn r_ang

berlaku serta kemauan pciitik pemerintah tentang
E:e 1al.:sanas.n EjerrEiar{esan ne Lekat

7 ' [paya peni.ngkatan penEra'rasan nelekat an]-ara r-ain

adaLair : i 1i menelhi l;trrglrLr-r berba.gai k,=rr,laia
peleksanaan penEiawasan nelekat, (?i Fenarararr wa=kat,
(3) penbinaan pe6ia!,?ai negleri, (4) pembenahan sisten
pengangkatan jabatan, (E) tingkatkan efektivi.tas SpH

dan (6) tingkatkan penaniaatan faktor-fs.ktor
pendukunEl.

8 - Aplikasi pengawasan melekai di pen,J idikan tinEigi ciapat
ditinjeu,ls.ri bidang fisik ds.n n,:n_fisi!.:.

5 i-r .l-rr

Berdasarkan kes inpu ran tersebut ,l i atas, naka
disarankan ha1-ha1 sebagai berikut :

1' Pelaksanaan penEls.ws.san uereket heru= ditingkstkan
sebagai selah satu uEj*ye untuk mengem.bangkan kualitas
si-lmh-'+r da;ra manusia.
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.) Saleh =stu upaya untuk neningkatksn,Ji=ip1in ns.sions.l

dan etos k=rj a baBi aparatur neE ara, maka perlu
d i t irr gka i lian F e l_ al.:.= a.n aarr Er enE:sr.rar: e.n rue 1 e kaL .

Disaranl::.n F'er-aksanaen irenEiairasan mer-ekat t,idak hanya
inencari-cari k_esaI,-han, tet,api Lebih EenElutanakan
neluru:ka. penyinpan;i:.n dan pembinaan pegawai negeri
c-ini I

Para pei.a!:sana r-,enEla.,rasan melekat diupai-,ak=n untuk
nenghi Lang!<an buda;'a engEran nenegur bawahannTa can
budaTa menerina upeti.
LIntuk neaingkatkan peLaksanaan penEiawasan uer.ekat
mal':a Ferl-r: ditingkatkan penataran '"raskat dan
peningkata- pembinaan d.n pengenbanEian pegawai negeri
sipil secara prcfesionaL.

r{llLll{ UPt PERPI STAIt"AN

II(IP PADAN6
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